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BAB II

SISTEM PENDATAAN PEGAWAI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA KABUPATEN SIKKA - NTT

2.1. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka merupakan sebuah instansi pemerintahan daerah yang terbentuk sejak  tahun 2000. Sejak awal terbentuknya, dinas ini bergerak dibidang kebersihan dan pertamanan kota dimana salah satu tugasnya adalah menata dan merawat keasrihan dan keindahan kota serta mengkoordinator pengangkutan dan pembuangan sampah. Instansi ini berada dibawah koordinator Pemerintah Daerah setempat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati.

Dengan adanya otonomi daerah maka Dinas Kebersihan dan pertamanan kota dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menanggapi keluhan masyarakat mengenai tidak adanya keteraturan pembuangan sampah dan kesimpangsiuran penanganan masalah persampahan tersebut, serta kesemberawutan dalam penataan pertamanan kota.
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 Di dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai struktur organisasi, dimana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas tersebut dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Program dan para Kepala Seksi, dimana semuanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 
2.2. Sistem Pendataan Kepegawaian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan   Kota Kabupaten Sikka
Sistem pendataan pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka, masih menggunakan sistem manual, dimana seorang pegawai diserahi semacam angket atau formulir yang harus diisi, selanjutnya diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian yang ada pada Bagian Tata Usaha untuk didata dan selanjutnya disimpan kedalam arsip pegawai.
Kalau dilihat secara garis besar proses pendataan tersebut masih sangat manual dan sederhana sekali . Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota berusaha meningkatkan manajemen dalam mengembangkan administrasi kepegawaiannya sekaligus berusaha untuk meningkatkan target pendataan kepegawaian, maka . Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota berupaya meningkatkan mutu dan kualitas informasi kepegawaiannya.. 

2.3. Langkah - Langkah Penanganan

Untuk merubah suatu sistem dari yang bersifat manual menjadi sistem komputerisasi diperlukan beberapa langkah. Langkah - langkah tersebut antara lain :

2.3.1. Mempelajari Sistem Operasi

Langkah pertama penulis mempelajari mekanisme pengolahan data kepegawaian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Bagian - bagian apa saja yang paling utama dilaksanakan dan bagian - bagian mana yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penulis mengumpulkan semua informasi yang penulis dapatkan, untuk kemudian dibuat suatu sistem Pengolahan Data Kepegawaian.
2.3.2. Membuat Program Sederhana

Setelah membuat sistem informasinya, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah program sederhana sehingga permasalahan tersebut tidak perlu lagi ditangani secara manual, melainkan cukup mengoperasikan komputer dalam mengolah dan menyimpan data. Yang menjadi harapan penulis dengan adanya komputerisasi ini, kegiatan pendataan kepegawaian akan lebih mudah untuk ditangani dan hasil yang diperoleh lebih maksimal.

2.3.3. Basis Data

1) Definisi Basis Data

Menurut Tavri D. Mahyuzir dalam bukunya yang berjudul  Analisa dan Perancangan Sistim  Pengolahan Data. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan berkas yang mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data yang digunakan untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi, dan organisasi dalam batasan tertentu.

2) Kegunaan Basis Data

Penyusunan suatu basis data digunakan untuk mengatasi masalah - masalah pada penyusunan data, yaitu:

a. Redudansi dan inkonsistensi

b. Kesulitan pengaksesan data

c. Isolasi data untuk standarisasi

d. Masalah keamanan

e. Masalah kesatuan

2.3.4. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Delphi 5, karena merupakan bahasa pemrograman yang mudah diterima oleh para pemrogram database, dan pemrograman visual merupakan gaya pemrograman saat ini yang menggabungkan kemampuan berorientasi dengan  obyek dan pemrograman yang dikendalikan oleh kejadian.

Delphi merupakan perangkat lunak yang mempunyai kemampuan handal untuk menangani pengolahan serta membangun aplikasi database. Melihat kemampuan Delphi tersebut dan dengan dukungan komputer pada saat ini, menyebabkan penulis tertarik untuk mengembangkan  “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kepegawaian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka“ dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 5.

Delphi mempunyai fasilitas - fasilitas khusus untuk menangani operasi - operasi database seperti fasilitas untuk membuat laporan yaitu  report, quick report, fasilitas query serta tipe data yang cukup banyak seperti tipe data character, tipe data numeric, tipe data float, tipe data date, tipe data time, tipe data logical, tipe data memo, dan tipe data binary. Kemampuan Delphi yang didukung fasilitas - fasilitas yang dimiliki akan memudahkan penulis untuk membuat program aplikasi “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kepegawaian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka“ ini.





























































Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota









